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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BIMA,

bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam
mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai
acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah, perlu disusun rencana pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan rencana
pembangunan jangka panjang daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ dan
Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);



4.

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 4395);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 207);



Menetapkan :

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 257,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

Wali Kota adalah Wali Kota Bima.

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjunya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5
(lima) tahun.



10.

11;

12:

13.

14.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota
Bima dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang
diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil
pembangunan selama S (lima) tahun.

Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan
oleh PD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran RPJMD vyang diperoleh dengan teknik cascading
(penurunan) kinerja.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran/output,
hasil/outcome, dan dampak/impact).

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan
dari asil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah
direncanakan.

BAB I
RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

Ruang Lingkup RPJMD meliputi :

S or by pe

Visi, Misi dan program Wali Kota;

tujuan, sasaran, dan strategi,

arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;
program PD, dan;

Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :

RKPD;

Renstra PD;

Renja PD; dan

Dokumen perencanaan pembangunan lainnya, pada periode
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-updangan.

.0 oM

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan

RKPD setiap tahun.

(3) PD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra PD dan

Renja PD.

Pasal 4

(1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Daerah;
c. BABIII : Visi Misi dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah:;

d. BABIV : Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;dan
e. BABV : Penutup.




(2) Uraian dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I1I
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Bappeda.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk
menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan PD.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD,;
b. capaian target indikator kinerja daerah;
c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD; dan
d. efektivitas program PD dalam mendukung pencapaian
indikator kinerja daerah.
(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap tahun.

Pasal 7

(1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilakukan dengan:
a. pemantauan; dan
b. supervisi.

(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
a. RKPD dengan RPJMD; dan
b. Renja PD dengan Renstra PD

(3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk
memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD berkontribusi
mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan vang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai tahun berjalan; dan



c. terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya
bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.

(2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi
kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam
Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.

(4) Perubahan RPJMD menjadi Pedoman dalam perubahan RKPD
dan perubahan Renstra PD.

Pasal 9

(1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan dengan
perubahan RPJMD.

(2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa harus
didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:

a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja PD;

b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi,
dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(3) Penyesuaian muatan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD
tidak berubah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan
menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Wali Kota
berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama oleh Wali Kota
terpilih.




BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021
Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Sepltember 2025

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 235_ Ccphrmlxr 2025

KOTA BIMA,

LEMBARAN DAERP:H I-((JTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR 261

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : ( 26 / 2025)
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TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG MAJU,
BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN




KATA PENGANTAR

Assalamu’‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala,
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kota Bima dapat
menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan penjabaran visi,
misi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah lima tahunan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Dokumen RPIMD ini disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang
menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan daerah
dengan RPIJMN 2025-2029, RPIPD Provinsi NTB 2025-2045, serta RPJMD Provinsi NTB
2025-2029. Hal ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Bima untuk
menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi
secara terintegrasi.

RPIMD ini memuat visi pembangunan Kota Bima yang akan diwujudkan dalam lima
tahun ke depan, yakni “Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat, dan
Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja utama pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini telah melalui proses yang partisipatif dan kolaboratif,
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, dunia
usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan
daerah sangat bergantung pada sinergi dan dukungan seluruh komponen masyarakat.

RPIMD ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasicnal (RPJMN) 2025-2029, serta mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2025-2045 dan
RPIPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Dalam penyusunannya, RPJMD ini telah diarahkan
agar selaras dengan RPIPN 2025-2045, RPIJMN 2025-2029, serta memperhatikan
keterpaduan dengan RPIPD Provinsi NTB 2025-2045 dan RPIMD Provinsi NTB 2025-2029,
khususnya dalam mewujudkan visi NTB Emas 2045. Keselarasan ini penting untuk
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memastikan sinergi antar level pemerintahan demi tercapainya pembangunan yang efektif,
efisien, dan berkelanjutan.

Kami berharap, dokumen RPIMD ini dapat menjadi pedoman utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima selama lima tahun ke depan,
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa
membimbing dan meridai setiap langkah kita dalam membangun Kota Bima yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

v Wali Kota Bima, #&

A. RAHMAN

‘Menengah Daerah Kota Bima
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DASAR HUKUM

1.{1}Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara
terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

2.Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara u!rpadu nleh
Kernmtenanﬁ_embaga dan f vgunan olet

Pasal 260 ayat (1)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

| Pasal 277

| bahwa ketentuan lebih lanjut mengenail tata cara perencanaan,

: pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi |
| rancangan Perda tentang RPIPD dan RPIMD, serta tata cara

pr-_-ruhahan RPIPD, RPIMD, dan RKPD | i

KEDUDUKAN RPJMD

PermendagriNomor 86 Tahun 2017

Pasal 2

' Tata cara evaluasi
rancangan
Peraturan Daerah
tentang RPIPD
dan RPIMD:; dan

MEMUAT

Pasal 12 Permendagri 83617

Tujuan, Sasaran, Strategl. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tabun yang disusun dengan berpedoman pada RPIPD dan

RPIMN juga berpedoman pada RTRW

RPIMD menjadi landasan

yang disusun oleh Kepala PD

penyusunan REPD dan Renstra

sebagal penjabaran program dalam
RPIMD kedalam kegiatan-kegiatan
strategis yang menunjang visi dan
misi KDH.
Pasal 263 ayat [4) dan pasal 272 UU
No. 23 Tahun 2014

RPIMD memuat arah kebijakan untuk
peningkatan kinerja Pamda yang
rrenjadi tanggung jawab KDH dan PD
dalarm melaksanakan tugas dan fungs|
masing-rmasing dalam merespon
pemenuhan kebutuhan pembangunan
untuk peningkatan pendapatan
masyarakal kesempatan kerja,
lapangan berusaha akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima
Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Utama RPJPD Kota Bima
tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025-
2029. Tahapan lima tahun pertama ini merupakan fondasi transformasi pelaksanaan
RPIJPD Kota Bima Tahun 2025-2045, dengan demikian tujuan dan target
pembangunan RPJMD tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Kota Bima di
tahun berkenaan. Terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat
puluh lima) Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk menunjukkan tercapaianya
tujuan dan sasaran utama pembangunan pada masing-masing tahapan pelaksanaan
RPIMD.

RPIMD Kota Bima Tahun 2025-2029 juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, serta program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bima yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima
tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih guna mewujudkan pembangunan yang
berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat menuju Kota Bima yang Maju,
Bermartabat dan Berkelanjutan.

Dokumen RPIJMD yang memuat berbagai arah kebijakan dan strategi
pembangunan jangka menengah juga diintegrasikan dengan Visi Misi Kepala Daerah
yang tepilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada
tanggal 27 November 2024. Walikota Bima dan wakil Walikota Bima terpilih telah
dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden RI, Bapak Prabowo
Subianto dan terhitung sejak pelantikan tersebut paling lambat enam bulan RPJMD
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah sudah
ditetapkan. Dalam kaitan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPIJMD dan
Renstra PD Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Provinsi NTB terhitung sejak tanggal
26 Februari Tahun 2025 telah memulai proses penyusunan RPIJMD Provisni NTB
Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Keterkaitan antara RPIJMD dengan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
RPJMD Kota Bima juga disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan RPIJMN dan RPIJMD Provinsi NTB. Keterkaitan antar dokumen
perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target
pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Pembangunan Kota Bima selama periode sebelumnya telah menunjukkan
kemajuan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang pembangunan dengan
perjalanan dan berbagai dinamika dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing
daerah dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pencapaian
pembangunan yang telah berhasil diwujudkan di Pemerintah Kota Bima diantaranya
pada aspek pembangunan manusia, dimana pada tahun 2020 indeks pembangunan
manusia (IPM) di angka 75,81 meningkat hingga mencapai angka 78,24 di tahun
2023, dimana capaian ini berada diatas capaian Provinsi NTB dan Nasional. IPM
Provinsi NTB di angka 72,37 dan IPM Nasional di angka 74,39.

Peningkatan IPM ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pada semua
dimensi pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi
kesehatan, umur harapan hidup dari 72,27 tahun pada tahun 2020 meningkat
menjadi 72,97 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya
kualitas kesehatan di Kota Bima. Pada dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah
dari 10,95 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,96 tahun pada tahun 2024.
Sementara itu, pada dimensi ekonomi yang diukur dengan pengeluaran per kapita

masyarakat juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 11.1 juta rupiah
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per orang per tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 12.36 juta per orang per
tahun pada tahun 2024.

Pada indikator lain juga menunjukkan progresivitas yang baik. Hal ini
ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan dari 8,35 persen pada tahun 2020
sedikit menurun menjadi 8,12 persen pada juli tahun 2024. Begitu juga halnya
dengan tingkat pengangguran terbuka dari 4,42 persen pada tahun 2020 dapat
diturunkan hingga 3,57 persen pada tahun 2023. Sedangkan capaian indikator Gini
Rasio Kota Bima mengalami progres yang negatif. Pada tahun 2018 Gini Rasio senilai
0,417 dan selama lima tahun terakhir angka tersebut berfluktuasi dan cenderung
mengalami kenaikan. Angka Gini Rasio mengalami kenaikan tertingi pada tahun 2022
yaitu sebesar 0,429. Namun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,411 pada
tahun 2023.

Angka Gini Rasio tersebut termasuk tinggi, kendati demikian Pemerintah Kota
Bima terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio agar terjadi pemerataan
pendapatan, dengan salah satu upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan
melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan pemberian
bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan
beban pengeluaran. Intervensi Pemerintah Kota Bima terus difokuskan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang bersumber dari sektor
ekonomi dengan serapan tenaga kerja yang signifikan serta meningkatkan
pendapatan utama masyarakat yang saat ini masih dengan penghasilan rendah.

Berdasarkan kondisi terakhir ini, beberapa aspek secara rata-rata Kota Bima
masih berada diatas capaian rata-rata Provinsi NTB, namun capaian rata-rata
Provinsi NTB masih berada dibawah capaian rata-rata Nasional pada hampir semua
aspek. Hal ini masih perlu kerja keras bagi Pemerintah Kota Bima untuk
mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimilikinya. Pada aspek sumber
daya manusia, perlu mengoptimalkan potensi demografi dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, sebagai daerah perkotaan yang
memiliki peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi NTB, perlu terus
dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan. Selanjutnya kebutuhan akan infrastruktur juga masih

tinggi, mengingat ketimpangan ekonomi baik secara individual maupun wilayah
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masih relatif tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi dan menghambat pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi permasalahan dan berbagai tantangan pembangunan
yang semakin kompleks, maka perlu di desain perencanaan pembangunan daerah
yang kerbelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, keberlanjutan pembangunan di daerah perlu
dituangkan kedalam perencanaan pembangunan daerah yang secara bertahap telah
ditetapkan jangka waktunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJIPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJIPD Kota Bima
2008-2028 akan berakhir pada tahun 2025, sesuai ketentuan 1 (satu) tahun sebelum
periodisasi RPJPD berakhir, sudah harus menetapkan RPJPD Kota Bima yang baru
dengan periodisasi tahun 2025-2045. Hal ini sejalan dalam kerangka mewujudkan
cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, diperlukan
perencanaan yang komprehensif, sinergis, dan berbasis data yang akurat. RPIMD
Kota Bima 2025-2029 menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kebijakan
pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, serta
tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Oleh karena itu, dokumen ini
akan menjadi pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berorientasi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD Kota

Bima Tahun 2025-2029 meliputi:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tanggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

na Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6633);
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

angunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: (4-121/2024); Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 205);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (8-
283/2024)), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2024 Nomor 207);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025 Nomor 6 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat :
(7-136/2025));
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42) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2024 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 113).

43) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 20025-2045 (Berita
Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258 NOREG Peraturan Daerah Kota
Bima: (92/2024));

44) Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun
2015 Nomor 257);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan
kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan
antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional
dan provinsi. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang dapat mengambarkan
penyelarasan yang menjadi tujuan Pembangunan dari pusat sampai ke daerah

memiliki hubungan yang sinergitas yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan
RPJPN Tahun 2025-2045

RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keterpaduan
Visi dan Misi Indonesia Emas 2045. Selain visi dan misi, penyusunan RPJMD juga
memperhatikan arah kebijakan nasional, sinkronisasi dengan tahapan pembangunan
nasional serta menyelaraskan Indikator Utama Pembangunan yang termuat dalam
RPJPN Tahun 2025-2045.

RPJPN Tahun 2025-2045 disusun dengan kerangka cita-cita besar bangsa Indonesia
dalam Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang
terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama
pembangunan yang mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

yang berlandaskan Pancasila.

angunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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Visi Indonesia 2045:
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara yang mamp meman'aatkan potansi negara kepulau an urtuk ketarggur‘an politk, ekonomi,
pertahanan dan k anan, dan buday: adaban ba! sebagai poros maritim du
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Bersatu Berdaulat Maju Berkelanjutan
Kesatuan kuat berdasarkan Ketahanan, Kesatuan, Berdaya, Modem, Tangguh, Lestari dan seimbang antara
Pancasila dan semangat Mandiri, Aman, Tangguh Unggul, Inovatif, Adil pembangunan ekonomi
Bhineka Tunggal lka sosial dan Jingkungan

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045
Gambar 1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut
dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian
pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara
negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan
pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia
meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero
emission.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda)
pembangunan vyaitu (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3)
Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan
Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, (6) Mewujudkan Pembangunan
Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana
yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan (8) Mewujudkan Kesinambungan
Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda)
transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi
transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai

komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan

nbangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2025-2029
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(Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.
Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama

keberhasilan pembangunan.

TRANSFORMASI| INDONESIA
Misi 1. Transfarmasi Sosial Misi 2. Transformasi Ekenomi Misi 3. Transformasi Tata Kelola

Bl Kesehatan untuk Semus N ptok, inovasi, dan Produktivitas Ekanomi [ o | Regulasi dan Tata Kelola yang
— - Berintegritas dan Adaptif

m Pandidikan Barkualitas yang Marata m Penerapan Ekanomi Hijau

IEM Periindungan Soslal yang Adaptif ER rransiormasi Digai

IEN 'ntegrast Ekonami Domestik dan Global

m Periotann dan Pardasann sabagni Pusal Partumbuhan Ekanami

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, dan Kepe Misi 5. Ketahanan Soslal Budaya dan Ekslogl
A m Beragamas Muslahad dan Berkebudayasn Maju
m Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional
Tangguh, dan Demakrasi Substansial m rilll'llull'".ii Barkualitas, Kesataraan Ganoar, dan Masyara ket
Bkl 1oy
m Stabllitas Ekanomi Makre m Lingkungan Hidup Berkunfitas
m Ketangguhan Diplemasi dan Pertahanan Berkotnhanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Bordaya Gentar Kawasan
Resillensi terhadap Bencana dan Perubahan fkifm

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi B. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mis 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi B. Mewujudkan Kesinambungan Pambangunan

Sumber: RPIPN Tahun 2025-2045
Gambar 1.2. 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan

RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Tahap Pertama
RPIPD Kota Bima Tahun 2025-2045 yang dalam penyusunannya memperhatikan
RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMD ini mencerminkan pelaksanaan Visi, Misi, Arah
Pembangunan yang diwujudkan dalam pencapaian Indikator Utama Pembangunan
yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

RPJMN Tahun 2025-2029

RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan
penyelarasan target indikator utama pembangunan dan program prioritas nasional
dalam RPIJMN Tahun 2025-2045. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah
juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2045 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Sinergitas RPJMD Kota Bima 2025-2029 dengan RPJMN menjadi hal penting
yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Visi dalam
RPIJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

a Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2025-2029




Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama putra
putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat
yang telah dibangun pada masa presiden sebelumnya, sehingga berhasil
mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 2045 dan mencapai
Indonesia Emas 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan

dalam Delapan Asta Cita.

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

) ) : ASTA Melanjutkan hilirisasi dan
CITA Memperkokoh ideologi Pancasila, CITA mengembangkan industri berbasis

demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). sumber daya alam untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam negeri.

CITA negara dan mendorong kemandirian bangsa ASTA Membangun dari desa dan dari bawah
melalui swasembada pangan, energi, air, CITA untuk pertumbuhan ekonomi,

Memantapkan sistem pertahanan keamanan

ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru.

pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang peesa  Memperkuat reformasi politik, hukum,
CITA berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan birokrasi, serta memperkuat
mengembangkan industri kreatif serta pencegahan dan pemberantasan
3 mengembangkan agromaritim industri di 7 korupsi, narkoba, judi, dan
sentra produksi melalui peran aktif koperasi. penyelundupan.
Memperkuat pembangunan sumber daya Ty Memperkuat penyelarasan kehidupan
FO/W  manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, SiQl Y2ng harmonis dengan lingkungan, alam
CITA kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan dan budaya, serta peningkatan toleransi
gender, serta penguatan peran perempuan, 8 antarumat beragam_a untuk mencapai
4 pemuda (generasi milenial dan generasi 2), masyarakat yang adil dan makmur.

dan penyandang disabilitas.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 1.3. Visi dan Misi Presiden

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana
pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik
Cepat/Quick Wins.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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10

11

12

13

14

15

16

Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Kemiskinan
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat
Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat

Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi

Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan
Hubungan Internasional yang Kondusif

Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak,
serta Penyandang Disabilitas

Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani

Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik
untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan

Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program
Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota
Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya

Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam
(SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja
yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah,
Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah

Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan

4 Peningkatan Prestasi Olahraga

Sumber: RPIMN Tahun 2025-2029
Gambar 1.4. 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (Delapan) Program

1.3.3 Hubungan antara

Hasil Terbaik Cepat

RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

1

Memberi makan siang dan susu gratis di
sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi
untuk anak balita dan ibu hamil

Menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan gratis, menuntaskan kasus
TBC, dan membangun Rumah Sakit
lengkap berkualitas di kabupaten

Mencetak dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian dengan
lurmbung pangan desa, daerah, dan
nasional

Membangun sekolah-sekolah unggul
terintegrasi di setiap kabupaten, dan
memperbaiki sekolah-sekolah yang
perlu renovasi

Melanjutkan dan menambahkan program
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta
kartu usaha untuk menghilangkan
kemiskinan absolut

Menaikkan gajl ASN (terutama guru,
dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh),
TNI/POLRI, dan pejabat negara

Melanjutkan pembangunan infrastruktur
desa dan kelurahan, Bantuan Langsung
Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang
membutuhkan, terutama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)

Mendirikan Badan Penerimaan Negara
dan meningkatkan rasio penerimaan
negara terhadap produk domestik bruto
(PDB) ke 23%

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan
keterpaduan Visi dan Misi NTB Emas 2045. Selain visi dan misi, penyusunan RPJMD

juga memperhatikan tahapan pembangunan, arah kebijakan Provinsi NTB, serta

menyelaraskan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan yang termuat
dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima

Tahun 2025-2029
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VISI NTB EMAS 2045

NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAJU, KUAT, AMAN
BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA

PROVINSI KEPULAUAN

MEMILIKI EKONOMI MAJU, MANUSIA KUAT, LINGKUNGAN YANG AMAN BERKELANJUTAN DAN
SEJAHTERA MASYARAKATNYA

MAJU KUAT AMAN SEJAHTERA
BERKELANJUTAN
Ekonomi NTB semakin Manusia NTB semakin Wilayah NTB semakin Masyarakat NTB hidup
maju bertransformasi sehat, cerdas, kuat, aman, memiliki Sejahtera, menmiliki
menjadi provinsi memiliki kompetensi, ketangguhan kecukupan pangan, sandang,

papan/perumahan, air,

kepulauan dengan karakter unggul, andal, mengahadapi resiko :
. . energiserta keluarga
pendapatan perkapita taqwa dan berdaya saing bencana dan pengelolaan berkualitas, kesetaraan
yang setara dengan lingkungan sumber daya gender, inklusif, kreatif,
daerah yang sudah maju alam secara inovatif, adaptif dan
berkelanjutan berprestasi

Sumber: RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2029
Gambar 1.5. Visi NTB Emas 2045

Arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 20 tahun mendatang
ditetapkan untuk mencapai Visi NTB Emas 2045 yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang
Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan dan Sejahtera. RPJMD Kota Bima perlu
menyelaraskan visi daerah dengan visi provinsi untuk memastikan arah

pembangunan yang harmonis. Arah serta sasaran pembangunan provinsi NTB

ditetapkan pada gambar berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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/ PENINGKATAN \

/ PENDAPATAN \
PER KAPITA

PDRE PER KAPITA
(Rp Juta)
2025 = 32,73-32.88
2045 = 241.48-275,57

INDEKS EKOMOMI

BIRU INDONESIA (IBEI)
2025 = 54,53
2045 = 210,50

KONTRIBUSI PDRB
INDUSTRI

PENGOLAHAN (%)
2025 = 7,66
2045 = 18,85-21.27

TINGKAT
KEMISKINAMN(%)
2025 (11,68-12,18)
2045 (0,30-0,80)

RASIO GINI
2025 = 0,366-0,373
2045 = 0,307-0,351

KONTRIBUSI PDRE
PROVINSI (&)
2025 = 0,82
2045 = 1,21

PERTUMBUHAN
EKONOMI (&)
2025 = 6,00-6,50
2045 = 6.33-7,76

N,
¥
PENGENTASAN

KEMISKINAN
DAN y
ETIMPANGAN/
!

- PENGARUH

/ KEPEMIMPINAN \

PEMERINTAH
DAERAH YANG
EFEKTIF

INDEKS MODAL
MANUSIA
2025 = 0,54
2045 = 0,67

PENINGKATAN\

DAYA SAING .-"/

INDEKS INOVASI
DAERAH
2025 = 76,5
2045 = 100

INDEKS DAYA
SAING DAERAH
2025 =34
2045 =5

SUMBER DAYA /
\ MANUSIA

PENURUMNAN
EMISI GRK
MENUIU
net zero emission

PENURUNAN
INTENSITAS
EMISI GRK (%)
2025 = 25,99
2045 = 04 88

INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP

2045 = 83,34

Sumber: RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2029
Gambar 1.6. Arah Pembangunan dan Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTB 2025-2045

RPIPD Provinsi NTB 2025-2045 juga menetapkan misi sebagai alat untuk mencapai

Visi NTB Emas 2045 yang terdiri dari 8 misi dan 17 sasaran pokok pembangunan. Hal

ini mencerminkan bahwa RPIPD Provinsi NTB juga memperhatikan dan selaras

dengan RPJPN. Delapan misi pembangunan jangka panjang di Provinsi NTB yaitu:

1.

2
3.
4

Ekonomi Makro

Mewujudkan Transformasi Sosial;

Daerah;

Mewujudkan Transformasi Ekonomi;

Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2025-2029

Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
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7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian

Indonesia Emas.

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

RPIMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2025-2029 disusun dengan
memperhatikan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Selain itu, untuk
menjaga keselarasan perencanaan pembangunan, RPIMD Kota Bima Tahun 2025-
2029 disusun dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah dan juga
dukungan Kota Bima atas target-target dalam RPIJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025-2029.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Sasaran RPIJMD selain menerjemahkan tujuan
dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok
RPJIPD periode berkenaan. Penyusunan RPIJMD Kota Bima mempedomani RPJPD
periode 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode lima
tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima
Tahun 2025-2045 vyang memiliki visi mewujudkan Kota Bima Maju,
Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045. Tahapan lima tahun pertama ini

merupakan fondasi transformasi pelaksanaan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045.

Tahun 2025-2029
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Sumber: RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2029
Gambar 1.7. Visi Pembangunan Daerah RPJIPD Kota Bima 2025-2045

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan sasaran visi yang disinkronkan dengan
sasaran visi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045. Penyelarasan visi serta
sasaran pembangunan untuk mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu

mencapai Indonesia Emas 2045.
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Sumber: RPIPD Kota Bima Tahun 2025-2029
Gambar 1.8. Sasaran Visi RPJPD Kota Bima 2025-2045
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Pun demikian dengan penetapan misi pada RPJPD Kota Bima juga mempedomani

dan selaras dengan misi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045. RPJPD

Kota Bima menetapkan delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif;

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing;

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
Kolaboratif;

4. Membangun Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas

Ekonomi;

Mewujudkan Kota Bima Religius yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkeadilan;

Mengembangkan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas;

® N oW

Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Penyusunan RPIJMD Kota Bima mempehatikan arah kebijakan tahap pertama
RPJPD Kota Bima 2025-2045. Pada tahap pertama Pembangunan ini direncanakan
untuk fokus pada pemulihan lingkungan hidup, pengembalian fungsi lahan sesuai
dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah, titik berat Pembangunan ekonomi
pada Green Economic dengan mengingkatkan Indeks Ekonomi Hijau Menurunkan
Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Fokus lain pada tahap
pertama ini adalah pengingkatan kualitas sumber daya manusia melalui wajib belajar
13 tahun.

1.3.6 Hubungan antara RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima
RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman didalam
menyusun rencana kerja tahunan di dalam periode tersebut dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD berpedoman pada RPIMD Kota
Bima Tahun 2025-2029 terkait dengan penyelarasan sasaran, strategi, kebijakan,
beserta program pioritas Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi

Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.
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1.3.7 Hubungan antara RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Renstra PD
merupakan penjabaran RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 yang merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk
menentukan tujuan dan sasaran beserta indikasi program serta kegiatan Perangkat
Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

RTRW Kota Bima Tahun 2024-2044

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima Tahun 2024-2044
yaitu “Penataan ruang wilayah Kota Bima bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari
gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat
berbudaya yang Iluhur.” Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi
tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran
pemanfaatan ruang dan mengalokasikan sumber daya pembangunan sesuai dengan

indikasi program rencana tata ruang dalam jangka waktu panjang.

1.3.9 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan
Dokumen Perencanaa Daerah Sekitarnya
Hubungan antara dokumen RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan
dokumen serupa daerah sekitar yang meliputi Kabupaten Bima diidentifikasi dengan
kesamaan sasaran strategis antara lain pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan hidup

yang asri dan ramah.
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Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Gambar 1.9. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPIJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi,
dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bima ke dalam tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan
daerah Kota Bima tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta
menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan
RKPD periode tahun 2025-2029.

1.4.2.Tujuan

Adapun tujuan penyusunan  RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah
sebagai berikut:
1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan di Kota Bima selama kurun waktu 2025-2029;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Pusat;

3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam Renstra PD
Tahun 2025-2029; serta

4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RPIMD Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan disesuaikan berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPIMD Kota Bima Tahun 2025-
2029 serta latar belakang penyusunan RPIMD Kota Bima Tahun 2025-2029.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, baik yang berskala
nasional, provinsi maupun kota.
1.3 Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029
dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan

dengan dokumen lain, yaitu:

a Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
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1.4

1.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPN
Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMN
Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD
Provinsi NTB Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMD
Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD
Kota Bima Tahun 2025-2045

Hubungan antara RPIJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima

Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana
Strategis Perangkat Daerah

Hubungan Antara RPJIMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RTRW
Kota Bima Tahun 2024-2044

Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan

Dokumen Perencanaan Daerah Sekitarnya

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPIMD

Kota Bima Tahun 2025-2029 dan sasaran penyusunan dokumen RPIMD Kota
Bima Tahun 2025-2029.
Sistematika Dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun

2025-2029 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab

didalamnya.

BAB I1I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah

yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

daya saing daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis

serta hasil evaluasi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3 Pemb:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.

2.2

Aspek Geografi dan Demografi
Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi
sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas,
resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan karakteristik demografi
penduduk.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kesejahteraan
ekonomi, kondisi kesehatan semua penduduk, kondisi pendidikan masyarakat,
kondisi perlindungan sosial, kondisi penguatan peran agama, dan kondisi tentang
peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat.
Aspek Daya Saing Daerah
Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi daya saing
sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan
ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan
global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas ekonomi makro.
Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator
kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kondisi tata kelola
pemerintahan, kondisi pembangunan hukum, dan Kinerja setiap urusan
pemerintahan daerah.
4 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan pemerintahan sampai

dengan tahun 2023.

Gambaran Keuangan Daerah

Terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja

pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu

yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta
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kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta

penghitungan kerangka pendanaan.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

2.3.2

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak
langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan
gambaran realisasi belanja daerah, juga perkembangan neraca daerah,
analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa
lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.
Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang
digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi
proyeksi data.

Permasalahan Dan Isu Strategis

Menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan disajikan disajikan dalam dua bentuk, yang
pertama berdasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan
pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan
sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan
pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis
daerah.

Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi
permasalahan pembangunan. Isu strategis mendukung perumusan visi dan
misi daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka

menengah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja

tujuan dan sasaran. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan harus menunjukkan kerangka
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logis sistematis dan komprehensif, agar mampu menjadi dasar pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan Kkegiatan untuk
mencapainya. Bab ini juga menjabarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang bagaimana strategi dan
arah kebijakan serta program program prioritas pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk

mewujukan misi dan mencapai visi daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah,
sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung
pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Bab ini juga
menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan
indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian
tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi

Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Menyajikan ketentuan mengenai Kaidah Pelaksanaan dan Kerangka Pengendalian.
Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan,
baik di lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat dan Kerangka Pengendalian
menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan
perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk
penggunaan dokumen RPIJMD bagi aparatur pemerintah maupun stakeholder

pembangunan lainnya.
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BAB I1
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis Kota Bima terletak antara 8°20’-8°30’ Lintang Selatan dan
antara 118%41’-118%48’ Bujur Timur dengan orientasi wilayah berada pada sebelah
timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km? yang
terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur,
Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

- Sebelah Barat : Teluk Bima

Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 69,03
km2 atau 31,06 persen dari luas Kota Bima. Pada urutan kedua ada Kecamatan
Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan
Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen.
Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu
10,14 km2 atau 4,56 persen dari luas Kota Bima.

Topografi Kota Bima didominasi oleh dataran rendah yang mencakup 43
persen wilayahnya dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan
laut. Selain itu, wilayahnya juga memiliki lanskap bervariasi mulai dari datar, landai,
hingga lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40%, menciptakan lingkungan
yang dinamis untuk berbagai aktivitas kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Sungai-
sungai yang mengalir dari utara dan timur, seperti Sungai Lampe, menjadi sumber
irigasi vital dan suplai air bagi masyarakat. Sebagai kota yang berada di jalur cincin
api, Kota Bima menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah
longsor, dan angin puting beliung. Tantangan ini mendorong pentingnya pengelolaan
daerah yang matang dengan kesiapsiagaan mitigasi bencana yang efektif, termasuk
pengembangan ruang evakuasi dan sistem tanggap darurat demi keselamatan warga

dan aset kota.
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Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima
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Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044

Lingkungan hidup Kota Bima menjadi perhatian utama dengan keberadaan
hutan seluas lebih dari 3.000 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan
bagian dari siklus ekologi penting. Lebih dari 1.900 hektar hutan tersebut dikelola
melalui skema perhutanan sosial oleh 27 kelompok tani hutan di 12 desa yang
berbatasan langsung dengan kawasan hutan, menghadirkan peran masyarakat
sebagai penjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun,
perubahan penggunaan lahan untuk lahan pertanian yang didominasi oleh tanaman
jagung perlu dikelola secara hati-hati mengingat penanaman jagung sebagian masih
menggunakan lahan yang tidak sesuai, yaitu pada kawasan dengan tingkat
kelerangan curam. Perhatian perlu diberikan pada lahan jagung yang berada pada
kawasan hutan dan kawasan tidak sesuai lainnya agar keseimbangan ekosistem
tetap terjaga dan risiko bencana diminimalisir dengan melakukan konservasi lahan

serta sistem pertanian yang berwawasan lingkungan.
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Kota Bima juga menonjol di bidang pendidikan dengan program
pengembangan kota pendidikan yang bertujuan mencetak sumber daya manusia
unggul dan kompetitif. Infrastruktur perkotaan terus berkembang guna mendukung
aktivitas ekonomi, pariwisata, dan pelayanan publik, menjadikan Kota Bima sebagai
pusat pertumbuhan dan inovasi di Pulau Sumbawa. Keunggulan utama Kota Bima
ada pada sektor pariwisata bahari, khususnya kawasan Teluk Bima yang memikat
dengan keindahan alam bawah laut dan pesisirnya. Penetapan kawasan ini sebagai
kawasan strategis pariwisata daerah memperkuat pembangunan fasilitas dan layanan
wisata yang ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif,
menciptakan sinergi antara pelestarian alam dan ekonomi pariwisata.

Selain itu, Kota Bima memiliki hubungan strategis dengan Kawasan Strategis
Pariwisata Daerah (KSPD) Waworada Sape, KSPD Teluk Bima, dan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) Teluk Bima, yang bersama-sama mendorong pengembangan wilayah
secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah,
masyarakat, dan pelaku usaha, harapannya, Provinsi NTB dalam 5 tahun ke depan
dengan arah pengembangan wilayah perkotaan yang mencakup Kota Mataram dan
Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan wilayah yang dapat mengakselerasi
dan mendukung perkembangan penyelenggaraan MICE serta menjaga
keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kota
Bima. Fokus pada program perhutanan sosial, mitigasi bencana, peningkatan kualitas
pendidikan, serta penguatan infrastruktur menjadi fondasi utama pertumbuhan kota
yang mandiri dan lestari.

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut
memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk
Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air

sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

Tabel 2.1. Sungai di Kota Bima

. Panjang Lebar Kecamatan
Nama Sungai . .
Sungai (km)  Sungai (m) Hulu
1 | Sungai Lampe 25 30 Rasanae Timur Rasanae Barat
Sungai Dodu 12 20 Rasanae Timur Rasanae Timur
Sungai Nungga 22 20 Rasanae Timur Mpunda

ingunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima -3

Tahun 2025-2029



Panjang Lebar Kecamatan

Nama Sungai Sungai (km)  Sungai (m) Hulu
4 | Sungai Kendo 15 15 Raba Rasanae Barat
5 | Sungai Ntobo 12 15 Raba Rasanae Barat
6 | Sungai Jatiwangi 16 12 Asakota Asakota
7 | Sungai Romo 2 2,5 Asakota Asakota

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2023

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi,
terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian
sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air
dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

Daerah aliran sungai (DAS) atau dalam skala luasan kecil disebut Catchment
Area adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-
batas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan
curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak
sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut.

Sedangkan air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi
secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari
permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut
yang tidak pernah berhenti, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai,
danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau
makhluk hidup.

Suatu DAS harus dikelola untuk menjaga fungsi hidrologis dan orografinya.
Pengelolaan ini mempunyai sifat memanipulasi sumber daya alam dan manusia yang
terdapat di daerah tersebut untuk mendapatkan manfaat produksinya khususnya
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air (water yield) untuk kepentingan bersama akan
tetapi hal ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sumber daya air dan
tanah pada DAS tersebut.

Sori Padolo merupakan DAS yang membelah Kota Bima dan melewati pusat
Kota Bima. DAS ini mempunyai hilir di Kecamatan Wawo, Kota Bima yaitu Sori Na'e
dan bermuara didua sungai di Kota Bima yaitu Sori Padolo dan Sori Melayu.

Peningkatan debit sungai pada saat musim penghujan sering menyebabkan
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terjadinya banjir pada hulu DAS Sori Padolo. Hal ini disebabkan karena hulu DAS Sori
Padolo realtif datar dengan kemiringan lereng didominasi oleh lereng 0-3%.

Luas DAS Sori Padolo adalah 25.255,92 Ha, dimana dari luas tersebut sekitar
15.603,71 Ha atau 61,78% melewati area Kota Bima dan hanya sekitar 9.652,21 Ha
atau 32.22% yang melewati Kota Bima. Kecuali Desa Kolo, semua desa-desa yang
ada di Kota Bima dilewati oleh DAS ini dan terdapat 14 desa yang 100% arealnya
dilewati oleh DAS ini. Peta DAS dan sebaran desa-desa yang dilewatinya dapat dilihat
pada Peta dan Tabel berikut.

DAS Sori Padolo didominasi oleh lereng dengan kelas lereng curam sampai
sangat curam dimana luas lereng yang curam adalah 11.105,03 Ha atau 43.99% dari
seluruh total luas DAS. Di areal DAS yang melewati Kota Bima, DAS ini juga
didominasi oleh tingkat kelerengan yang curam yaitu sebesar 6.274,40 Ha atau
40.26% dari luas Kota Bima. Dilihat dari sebarannya, lereng yang datar mendominasi
daerah hulu dari DAS Sori Padolo dan sebagian berada di hilir DAS yaitu di bagian
tenggara dari DAS sedangkan lereng yang sangat curam mendominasi daerah di
bagian timur laut dari DAS. Keadaan lereng yang datar di daerah hulu dan sangat
curam di daerah hilir sebagian besar berada di Kota Bima, akan tetapi ada sebagian
dari wilayah DAS yang mempunyai daerah datar yang berada di Kota Bima. Sebaran

kondisi lereng di wilayah DAS ini dan luasannya dapat dilihat pada Peta dibawah.
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Gambar 2.2. Peta DAS Sori Padolo
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2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Bima memiliki beragam potensi besar untuk pengembangan daerah.
Perkembangan infrastruktur dan letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai
pusat ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan budaya yang potensial. Dengan
memanfaatkan kemampuan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang
dimiliki, maka pengembangan wilayah Kota Bima dapat membawa manfaat bagi
masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, Kota Bima memiliki kekayaan
karakteristik kehidupan sosial yang berasal dari perpaduan etnis, budaya, dan agama
dari masyarakat Mbojo, Tionghoa, Arab, dan Melayu yang menjadi daya tarik khas.
Potensi sosial berupa keragaman etnis, budaya dan agama masyarakat Kota Bima
dapat dikemas dalam industri kreatif yang mengedepankan inklusi sosial, yaitu
mencakup keterbukaan, toleransi dan interaksi sosial.

Rencana kawasan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi

ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kota Bima. Rencana

bangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima

-6

Tahun 2025-2029



pola ruang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,

partisipatif, dan berwawasan lingkungan sebagai berikut:

a.

Kawasan hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi
terbatas dan hutan produksi tetap dengan luas masing-masing 2.927,39 ha dan
992,48 ha.
Kawasan pertanian meliputi kawasan: pertanian lahan basah; sawah tadah
hujan/tegalan, perkebunan dan kawasan peternakan, dimana lokasinya tersebar
di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima dengan total luasan sebesar
10.998,55 ha.
Kawasan Perikanan meliputi Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan
Perikanan Budidaya. Rencana kawasan perikanan tangkap di wilayah Kota Bima
meliputi kawasan teluk Bima dan Kawasan perikanan budidaya direncanakan
seluas kurang lebih 52,76 Ha terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan
Rasanae Timur, Kecamatan Asakota, Kecamatan Raba dan Kecamatan Mpunda.
Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi Kawasan pertambangan mineral dan
Kawasan pembangkitan tenaga listrik. Rencana kawasan pertambangan mineral
terdiri dari kawasan peruntukan pertambangan batuan, yaitu batu, pasir, tanah
urug seluas kurang lebih 4,80 ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Timur.
Rencana pembangkitan tenaga listrik yakni meliputi pengembangan kawasan
pembangkitan listrik tebaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga mikro gas
(PLTMG) dengan luas kurang lebih 26,95 ha.
Kawasan Peruntukan Industri, yang terdiri dari kawasan industri dan
pergudangan dengan kondisi eksisting di sekitar pelabuhan Bima sebagai lokasi
bongkar muat barang dari pelabuhan untuk didistribusikan dan kawasan
pergudangan di sekitar Kelurahan Dara, Paruga, Tanjung, Melayu, Jatibaru dan
Jatiwangi.
Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan di Kota Bima
direncanakan:
- Pengembangan industri pengeolahan hasil perikanan di Kelurahan Kolo dan
industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Kolo dengan luas kawasan
sebesar 63,14 ha.
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Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional
dengan skala regional dan lokal belokasi di Kelurahan Rabadompu Barat,
Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe, dan di dukung oleh

kegiatan industri tenun di seluruh Kelurahan di Kota Bima.

Kawasan Pariwisata dengan rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan

wisata yaitu:

Pengembangan kawasan wisata pantai diarahkan pada kawasan pantai
Lawata dan sekitarnya, kawasan pesisir teluk Bima mulai dari pantai Oi Ni'u
Kawasan Lawata, sampai Amahami, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya,
dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 22 Ha. Selain daripada itu wisata
alam lainnya dikembangkan di Ndano Na’e Kelurahan Ntobo, Mata Air Tembo
Kolo di Kelurahan Kolo dan Puncak Jatiwangi di Kelurahan Jatiwangi.
Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan
dilakukan di Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur dan
Kelurahan Oi Fo'o.

Pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah diarahkan pada
kawasan Istana Bima dan sekitarnya, kawasan Makam Raja Bima dan
sekitarnya, kawasan Kuburan Tolobali dan sekitarnya, kawasan Masjid Kuno
Melayu dan sekitarnya, kawasan Kuburan Bata Pane dan sekitarnya.yang
berada pada Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Melayu.
Pengembangan kawasan pariwisata religi diarahkan di Kelurahan Paruga dan
Kelurahan Pane.

Pengembagan kawasan wisata kuliner diarahkan di kawasan Amahami dan
Coastal Road di Kelurahan Dara, dikembangkan terintegrasi dengan

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Kawasan Permukiman dengan rencana pengembangan perumahan seluas

1.970,3 ha yang diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan

sedang dan kepadatan rendah.

Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan
sekitarnya meliputi kelurahan Melayu, Ule, Tanjung, Paruga, Dara, Sarae,

Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi,
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Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga,dan
Kelurahan Sadia.

Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan sub pusat kota
dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Oi
Mbo, Jatiwangi, Jatibaru, Jatibaru Timur, Matakando, Rite, Penanae, dan
Rabangodu Selatan.

Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota
meliputi kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi

Fo'o, Nitu, dan Kodo.

Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan rencana pengembangan kawasan

perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 214,94 ha meliputi:

Kawasan Superblok Amahami seluas kurang lebih 31,51 Ha, terdapat di
Kecamatan Rasanae Barat;

Kawasan Pasar Senggol seluas kurang lebih 9,36 Ha, terdapat di Kecamatan
Rasanae Barat;

Kawasan Pasar Bawah Lama seluas kurang lebih 5,17 Ha, terdapat di
Kecamatan Rasanae Barat;

Kawasan Pasar Raba, seluas kurang lebih 1,64 Ha, terdapat di Kecamatan
Raba;

Kawasan Pasar Penaraga seluas kurang lebih 0,61 Ha, terdapat di
Kecamatan Raba;

Kawasan Pasar Kumbe seluas kurang lebih 0,42 Ha, terdapat di Kecamatan
Rasanae Timur;

Kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan utama seluas kurang
lebih 103,80 Ha, terdapat di setiap Kecamatan di Kota Bima; dan

Kawasan pergudangan seluas kurang lebih 48,15 Ha, terdapat di Kecamatan

Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda

Kawasan Perkantoran, rencana kawasan peruntukan perkantoran yaitu untuk

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta

dengan luas kawasan sebesar 40,85 Ha, dengan sebaran kawasan peruntukan

perkantoran yaitu berada pada Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan
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Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan
Menggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.

j.  Kawasan Transportasi, rencana Kawasan transportasi seluas kurang lebih 19,56
Ha, meliputi kawasan terminal penumpang, kawasan terminal barang, dan
kawasan pelabuhan laut.

k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan Pertahanan dan Keamanan atau
lebih lazim disebut sebagai Kawasan militer dengan luasan sebesar 16,98 ha.

Sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor
lainnya yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat melalui interaksi ekonomi
wilayah. Koefisien Input-Output menggambarkan hubungan dinamis antar sektor
produksi ekonomi melalui penyebaran input maupun output sektor-sektor ekonomi
tersebut. Koefisien ini mempunyai manfaat untuk kegiatan perencanaan
pembangunan maupun analisis, sebab perencanaan sektoral dengan menggunakan
model yang diturunkan dari tabel Input-Output dapat dilakukan secara simultan dan
memperlihatkan aspek keterkaitan antar sektor. Sejak tahun 2014, secara sektoral
rata-rata distribusi PDRB tertinggi Kota Bima berada pada sektor Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti dengan sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti
pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai
tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Bima. Hal ini tercermin dari jumlah
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bima tahun 2024 sebanyak 564
orang, padahal proyeksi di tahun 2045 idealnya wisatawan mancanegara yang
menginap di hotel berbintang mencapai 1.202 jiwa. Artinya, dalam 20 tahun ke
depan, Kota Bima perlu menarik wisatawan mancanegara hingga 18.288 jiwa. Selain
itu, Kota Bima yang merupakan kota yang memiliki proporsi UMKM non pertanian
yang sudah mencapai 80,96,7%. Namun, skala UMKM masih didominasi skala mikro
sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan.
Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Bima sulit untuk berkembang dan bersaing
dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Bima juga masih

tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 1,84%, sedangkan di negara maju dapat
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mencapai 10 — 12% dari total penduduk. Di masa depan, pengembangan ekonomi

lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan

menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus,
dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Bima akan terus tertinggal dan
berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Potensi ekonomi Kota Bima yang dapat dioptimalkan dalam memajukan
daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya
melalui pengembangan ekonomi lokal melalui potensi wisata kuliner di Bima
didominasi oleh makanan khas Bima seperti bingka dolu, kagape, dan pangaha
bunga. Selanjutnya pengembangan wisata budaya dengan industri tenun tradisional
bima dapat dikembangkan untuk memberikan daya ungkit pada perekonomian Kota
Bima. Berikut merupakan kondisi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bima:

a. Pengembangan dan pengoptimalan ekosistem wisata MICE (Meeting, Incentive,
Covention dan Exhibition) akan menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen
ekonomi lain yang tentunya disertai dengan pengembangan kapasitas pelaku
ekonomi, dan ketersediaan supply bahan baku pada sektor ekonomi kreatif.

b. Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota
Bima. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM akan berpengaruh
besar terhadap sisi produktivitas, kualitas serta manajemen pengelolaan
khususnya pemasaran.

c. Jumlah pelaku usaha terampil masih rendah dikarenakan fasilitasi pembinaan
tenaga kerja serta ketersediaan lembaga kursus latihan rujukan masih minim.

Kota Bima terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai pilihan wisata
baru, seperti wisata edukasi, wisata religi, wisata alam, wisata budaya dan wisata
kuliner. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan minat wisatawan yang
semakin beragam. Selain itu, upaya promosi gencar dilakukan melalui berbagai
platform media, baik online maupun offline. Kerja sama dengan berbagai pihak,
seperti pemerintah daerah, agen perjalanan, dan media, juga diintensifkan untuk
meningkatkan awareness dan menarik wisatawan. Kota Bima ingin memastikan
bahwa semua orang mengetahui tentang berbagai potensi wisata yang
ditawarkannya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya tarik wisata di Kota

Bima diantaranya, mengadakan pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata
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untuk Masyarakat pelaku wisata, merintis wisata baru yang dikelola Masyarakat dan
mendorong investasi, mengadakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk
Masyarakat pelaku wisata, meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya
manusia pariwisata sesuai prioritas, meningkatkan jangkauan promosi dengan

kombinasi media offline dan online.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan
identifikasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup Indonesia yang secara
spasial disusun pada skala 1 : 1.000.000 dan 1.250.000 dan diukur dengan
pendekatan jasa ekosistem ( ecosystem services) sebagaimana yang dilakukan dalam
millenium Ecosystem Assessment — United Nation. Asumsinya, semakin tinggi jasa
ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan
dinamika faktor eksogen vyang dicerminkan dengan dua komponen vyaitu
kondisiecoregion dan penutup lahan (lancover | Lanuse) sebagai penaksir atau
proxy.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kapasitas lingkungan dalam
menerima residu, limbah dan juga kemampuan menampung kegiatan pembangunan.
Secara fisik daya tamping lahan dilihat pada kemampuan lahan untuk melihat

kesesuaian kegiatan pembangunan di atasnya.

2.1.3.1 Daya Dukung Air

Ketersediaan air sangat penting khususnya untuk menunjang aktivitas
pertanian. Air merupakan faktor penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya
suatu tanaman tumbuh dengan optimal. Berkurangnya ketersediaan air (kekeringan)
ataupun penggunaan yang berlebihan, akan sangat berdampak pada kegiatan
pertanian dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, informasi mengenai daya
dukung dan daya tampung lingkung hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air
bersih penting untuk diketahui, sehingga keberlanjutannya dapat dijaga serta

pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik.
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Daya dukung air di Kota Bima terdiri dari kategori daya dukung air belum
terlampaui 2,321,5 Ha dan kategori terlampaui 18.532,84 Ha, dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.2. Daya Dukung Air Kota Bima Tahun 2023

1 Asakota 507,59 5.669,12 6.176,71
2 Mpunda - 1.603,89 1.603,89
3 Raba 379,56 5.604,12 5.983,68
4 Rasanae Barat - 738,04 738,04
5 Rasanae Timur 1.434,35 4.917,67 6.352,02
Total 2.321,5 18.532,84 20.854,34

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, 2025

2.1.3.2 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kemampuan lahan dalam suatu wilayah untuk
mendukung kebutuhan hidup manusia, terutama dalam penyediaan ruang dan
sumber daya bagi aktivitas pertanian, permukiman, infrastruktur, dan fungsi
ekologis, tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau mengurangi potensi lahan bagi
generasi mendatang. Konsep ini berangkat dari keseimbangan antara luas lahan
produktif yang tersedia dan kebutuhan lahan per kapita untuk menopang kehidupan
masyarakat.

Metode perhitungan daya dukung lahan mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung
Lingkungan Hidup, yang memadukan antara ketersediaan lahan produktif
(khususnya lahan pertanian) dan jumlah penduduk yang bergantung pada lahan
tersebut.

Analisis CCR (Carrying Capacity Ratio) merupakan salah satu alat analisis
dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan
keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. Infomasi yang dapat diperoleh dari
hasil analisa daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemapuan daya
dukung yang dimiliki wilayah tersebut, oleh karenanya CCR / daya dukung lahan

bermanfaat untuk :
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1)

2)

3)

Untuk mengetahui suatu wilayah pertanian masih mampu mendukung kebutuhan
pokok penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk;

Untuk memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lain dalam
rangka mengembangkan potensi penduduk;

Dapat digunakan sebagai bahan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan
tingkat kesadaran berbagai pihak mengenahi pentingnya menjaga kelestaria
lingkungan melalui sistem pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Metode ini menggunakan data luas lahan yang dipanen dalam setahun,

persen penduduk petani dikalikan jumlah KK, dan rata-rata lahan dimiliki petani.

Perhitungan metode ini adalah sebagai berikut:

Keterangan.

CCR : kemampuan daya dukung.

A : jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.
r : frekunsi panen perhektar pertahun.

H : jumlah KK (rumah tangga).

h : presentase penduduk yang tinggal.

F : ukuran lahan rata-rata.

Asumsi:

h : Penduduk yg tinggal di kota 100 %

f : yang berkerja disektor pertanian

Nilai daya dukung lahan memiliki interpretasi sebagi berikut:

Apabila CCR >1 berarti wilayah masih dapat memiliki kemampuan untuk
mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan
penduduk. Pembangunan masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif
lahan;

Apabila CCR <1 diwilayah tersebut tidak mungkin lagi dilakukan Pembangunan
ekspansif dan eksploitatif lahan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok
penduduk berkurang sehingga perlu peningkatan produksi, intesifikasi, dan

ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertambahan penduduk;
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- Apabila CCR =1 maka wilayah tersebut masih memiliki keseimbangan antara
kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan masih dapat

diatasi, namun kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah masalah

pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.3. Daya Dukung Lahan Kota Bima Tahun 2030

Kecamatan Luas Lahan (ha) Kemampuan Daya
Sawah Irigasi Sawah Non Irigasi Non Pertanian Dukung Tahun

Panen 3 kali/thn Panen 1 kali/thn Panen 1 kali/thn 2030

1 Rasanae Barat 3,37 0,00
2 Mpunda 206,43 0,09
3 Rasanae Timur 459,22 146,56 0,35
4 Raba 358,70 131,67 0,15
5 Asakota 166,36 29,74 0,06
Jumlah 1.194,08 307,97 0,06

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kota Bima, hasil perhitungan daya dukung lahan tahun 2030 menunjukkan nilai 0,06.
Artinya ketersediaan lahan produktif di Kota Bima sangat jauh di bawah kebutuhan.
Kondisi ini mengindikasikan tekanan besar terhadap lahan akibat keterbatasan
wilayah (Kota Bima memiliki luas hanya £222 km2) serta meningkatnya kebutuhan
untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Tekanan terhadap lahan
dapat berdampak pada alih fungsi lahan pertanian, penurunan ruang terbuka hijau,

dan peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir.

2.1.3.3 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Kebutuhan penduduk akan pangan yang terus meningkat
tentunya akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Asumsi dalam
memperkirakan kebutuhan pangan adalah konsumsi beras menurut Kementerian
Pertanian adalah 124 kg/orang/tahun atau 0,124 ton/orang/tahun atau 340
gram/orang/hari.
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Jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bima terdiri dari kategori sangat
rendah 97,69 Ha, kategori rendah 581,34 Ha, sedang 14.582,24 Ha, kategori tinggi
3.771,66 Ha, dan kategori sangat tinggi 1.821,41 Ha.

Tabel 2.4. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kota Bima

Asakota 77,03 4.352,36 1.245,55| 501,77 6.176,71
Mpunda 30,97 189,94 869,27 136,05 377,67 1.603,89
Raba 28,39 108,29 4.101,94 | 1.025,79| 719,26 5.983,68
Rasanae Barat 0,39 206,08 382,71 4,43 144,43 738,04

Rasanae Timur 37,94 4.875,96 1.359,83 78,28 6.352,02
Kota Bima 97,69 581,34 14.582,24 | 3.771,66 | 1.821,41 | 20.854,34

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

2.1.3.4 Jasa Ekosistim Penyediaan Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air
bersih baik yang beraasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas
penyimpanan), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan
domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat
dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat
menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan
air tanah seperti penutup lahan.

Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bima terdiri dari kategori sangat rendah
2.302,61 ha, kategori rendah 12.445,06 ha, sedang 5.937,18 ha, kategori tinggi
102,36 Ha, dan kategori sangat tinggi 67,13 ha.

Tabel 2.5. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kota Bima

4.942,44| 1.217,35 11,48 5,44 6.176,71

Mpunda 452,87 299,42 823,46 8,13 20,02 1.603,89
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Raba 556,93 3.339,33| 2.025,01 62,40 5.983,68
Rasanae Barat 242,37 378,66 97,72 19,28 738,04
Rasanae Timur 1.050,44 3.485,20| 1.773,64 1,07 41,67 6.352,02
Kota Bima 2.302,61 | 12.445,06| 5.937,18 102,36 67,13 20.854,34

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan
2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan (IKP) didasarkan atas delapan
sub-indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan
yang memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah
dibandingkan dengan wilayah lainnya. Komposit sub-indikator indeks ketahanan
pangan adalah sebagai berikut:
1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari

65 persen terhadap total pengeluaran.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan
penduduk.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Angka harapan hidup pada saat lahir.
Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan
Metode

pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh

relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan.

EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan apabila variabel yang
digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara
tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan

dengan tujuannya. Oleh sebab itu, khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya
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digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan,
mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi
yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh
karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol
karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai
bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada
delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. IKP
yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam
kelompok berdasarkan cut-off poin IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1
adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi
daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada
kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling
baik.

Perkembangan IKP Kota Bima sejak tahun 2018 terus mengalami
peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk
skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena kota
tidak menghasilkan pangan secara langsung, melainkan mengandalkan pasokan
pangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang menjadi daerah pendukung
kota tersebut. Berikut ini merupakan capaian indeks ketahanan pangan dari tahun ke
tahun.

Tabel 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

1 |Indeks Ketahanan Pangan Indeks 65,90 | 69,28 | 70,25 | 74,31 | 74,96

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tren IKP Kota Bima mengalami
peningkatan. Kota Bima mencapai tingkat IKP tertinggi sepanjang periode pada
tahun 2024 dengan angka 74,96. Melihat tren ini, Pemerintah Kota Bima
menargetkan IKP untuk terus mengalami peningkatan setiap tahun mengingat
jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya demi menjaga ketahanan
pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi beban

masyarakat akan kebutuhan dasar.
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2.1.4.2. Konsumsi Listrik per Kapita

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta
memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu
daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut
dapat meningkat. Rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi

jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan.

Daya terpasang di Kota Bima pada tahun 2023 mengalami peningkatan
menjadi 79.993.664 VA. Sedangkan pelanggan listrik mengalami peningkatan dari
51.116 pelanggan di tahun 2022 menjadi sebesar 55.471 pada tahun 2023, sehingga
jumlah kebutuhan listrik pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar
97.755.592 kWh.

Tabel 2.7. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima

Tahun 2020-2024
No  URAIAN ‘ SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

1 | Daya Listrik VA 64.093.020 69.698.37 | 74.132.370 | 78.616.270 | 82.547.083
Terpasang

2 | Jumlah kWh 86.858.486,25 | 94.947.511,5 | 92.581.441 | 97.755.592 | 102.782.583
Kebutuhan
Listrik

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2025

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan
tingkat kesejahteraan masyarakat serta aktivitas ekonomi dan sosial di suatu
wilayah. Dalam periode lima tahun terakhir (2020-2024), konsumsi listrik per kapita
di Kota Bima menunjukkan tren yang meningkat, yaitu dari 559,78 kWh pada tahun
2020 menjadi 624,82 kWh pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan
konsumsi listrik mencapai sekitar 2,1%, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan

energi seiring dengan tumbuhnya aktivitas masyarakat.
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Gambar 2.3. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2020-2024
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Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2025

Peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah,
aktivitas usaha mikro dan kecil, serta berkembangnya sektor jasa dan perdagangan
di Kota Bima. Proses urbanisasi dan perluasan kawasan permukiman juga
meningkatkan kebutuhan listrik rumah tangga. Kinerja PLN dan Pemerintah Daerah
dalam memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pinggiran turut mendukung
meningkatnya konsumsi. Ketersediaan infrastruktur listrik dan penambahan jumlah

pelanggan baru menjadi faktor kunci.

2.1.4.3. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak

Dalam penyediaan air minum layak dan aman, pemerintah daerah perlu
memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang
telah terbangun, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang
diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water (NRW)/kehilangan air
maksimal 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah
terbangun. Pelaksanaan penyediaan air minum berpedoman pada kepada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai alat pengatur
dalam penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 17
Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun

2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
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Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk tersedianya
pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air” terwujudnya
pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau:
tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan Penyedia jasa dan
tercapainya cakupan pelayanan air minum.

Pada tahun 2024, tingkat akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum
layak di Kota Bima tercatat sebesar 27,99%. Capaian ini menggambarkan masih
adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait layanan
air bersih, meskipun terdapat variasi capaian antar kecamatan. Kecamatan Raba
mencatat capaian tertinggi sebesar 34,85%, menunjukkan ketersediaan infrastruktur
dan pelayanan air minum yang relatif lebih baik. Sementara Rasanae Timur menjadi
kecamatan dengan capaian terendah yaitu hanya 17,96%, yang mengindikasikan

masih minimnya cakupan layanan air minum layak di wilayah tersebut.

Gambar 2.4. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak
Tahun 2024
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Gambar 2.5. Proyeksi Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak
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Sumber: Bappeda, 2025, Hasil Analisis

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bima
merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bima menghadapi tantangan serius terkait
peningkatan beban lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, aktivitas
ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berkaitan erat
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena lingkungan yang sehat
merupakan fondasi utama bagi kehidupan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.
Lingkungan yang bersih dan sehat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, beban biaya kesehatan dapat ditekan
dan harapan hidup meningkat. Lingkungan yang bebas dari pencemaran juga
mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, terutama bagi sektor informal,
UMKM, dan kegiatan ekonomi berbasis jasa. Kota Bima dibangun dengan tujuan
untuk memiliki tata kelola lingkungan yang baik lebih menarik bagi investor,
terutama untuk sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang ramah lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan

pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pendekatan ekonomi hijau (green
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economy) dan ekonomi biru (blue economy). Keduanya menjadi fondasi strategis
untuk menopang keberlanjutan sektor-sektor utama ekonomi Kota Bima, seperti
perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa. Pertanian ramah lingkungan
mengurangi ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia, yang berdampak pada
peningkatan kualitas hasil tani dan kesehatan petani serta konsumen. Energi
terbarukan, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), membantu menekan
biaya energi bagi pelaku usaha mikro dan sektor publik. Pengembangan wisata alam
dan budaya yang berbasis konservasi mendorong keterlibatan masyarakat lokal

dalam usaha homestay, kuliner lokal, dan jasa wisata, yang menambah pendapatan.

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi
awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada
lingkup dan periode tertentu. Dengan megetahui media lingkungan yang masih
kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga
akan lebih efektif dan efisien. Nilai indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota
Bima untuk tahun 2024 adalah 64,51 dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar
41,43 nilai Indeks kualitas Udara (IKU) sebesar 94 dan nilai Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKL) sebesar 49,58. Dalam rentang status IKLH, IKLH Kota Bima tahun 2024
dengan skor 64,51 termasuk dalam kriteria SEDANG (50 = x <70)

Gambar 2.6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-204
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024
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Indeks Kualitas Air Kota Bima menunjukkan angka 41,43, yang termasuk
dalam kategori buruk hingga sedang. Hal ini menandakan bahwa kualitas air di
wilayah ini masih menjadi isu krusial yang harus ditangani secara komprehensif.
Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain pembuangan limbah domestik
langsung ke badan air, khususnya di wilayah padat penduduk, minimnya sistem
pengolahan air limbah (IPAL) di sektor permukiman dan komersial, penggundulan
vegetasi di daerah tangkapan air yang memperparah sedimentasi dan pencemaran

air.

Tabel 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bima Tahun 2024

Indikator Hasil

1 Indeks Kualitas Air 41,43 37,60% 15,58
2 Indeks Kualitas Udara 94 40,50% 38,07
3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 49,58 21,90% 10,86
IKLH Kota Bima 100% 64,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan angka 49,58, vyang
mencerminkan tingkat tutupan lahan yang sedang hingga rendah. Penurunan
kualitas tutupan lahan di Kota Bima dipengaruhi oleh alih fungsi lahan menjadi
kawasan permukiman dan komersial, terutama di pusat kota dan wilayah pesisir,
minimnya perlindungan dan konservasi kawasan hijau, baik di daerah sempadan
sungai maupun perbukitan serta aktivitas masyarakat di lereng dan bukit, yang
meningkatkan risiko degradasi dan longsor.

Indeks Kualitas Udara mencatat angka 94, menunjukkan bahwa kualitas
udara di Kota Bima sangat baik. Meskipun kualitas udara Kota Bima sangat baik,
tantangan besar masih dihadapi dalam pengendalian pencemaran air dan
perlindungan tutupan lahan. Nilai akhir IKLH sebesar 64,51 merupakan cerminan
bahwa lingkungan hidup Kota Bima berada pada kondisi cukup baik, nhamun belum
ideal. Untuk itu, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan
pendekatan ekonomi hijau, konservasi lingkungan, dan penataan ruang berbasis
daya dukung ekologis sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dan menopang pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan.
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Kualitas lingkungan hidup saat ini dimulai dengan mengetahui nilai Indeks
Kualitas Lingkungan Hidupnya. Dari hasil nilai IKLH Kota Bima yang dihitung sebesar
64,51 dari target nilai indeks tahun 2024 sebesar 69,44, maka dapat disimpulkan
bahwa Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima masih dalam kategori
SEDANG, sehingga perlu di susun alternatif pengelolaan lingkungan agar terjadi

peningkatan pada periode berikutnya.

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Penyediaan sanitasi aman merupakan bagian penting dari upaya
mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks
global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS)
khususnya Target 6.2, secara tegas menetapkan bahwa pada tahun 2030 semua
orang harus memiliki akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta
mengakhiri buang air besar sembarangan. Target ini juga menekankan pentingnya
memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan
penyandang disabilitas.

Sanitasi yang aman tidak hanya dilihat dari tersedianya jamban, tetapi juga
dari pengelolaan limbah tinja yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan,
mulai dari pemakaian, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga
pembuangan akhir yang layak. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pengolahan
limbah domestik menjadi sangat vital, baik berbasis individu (onsite) maupun
terpusat (offsite).

Untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah, Pemerintah
Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Regulasi ini
menetapkan lima pilar yang harus diwujudkan dalam masyarakat, yaitu:

a. Stop buang air besar sembarangan (BABS);

b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS);

c. Pengelolaan air minum rumah tangga;

d. Pengelolaan sampah rumah tangga;
e

Pengelolaan limbah cair rumah tangga.
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Dari lima pilar tersebut, pilar pertama tentang penghentian praktik buang air
besar sembarangan dan penggunaan jamban sehat, menjadi pondasi penting untuk
menjamin sanitasi aman. Jamban yang dimaksud harus tidak mencemari lingkungan,
aman digunakan, tertutup, memiliki fasilitas pembuangan limbah tinja yang
memadai, serta tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Akses terhadap sanitasi aman secara langsung berkorelasi dengan
peningkatan kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak akan
lebih sedikit mengeluarkan biaya pengobatan, meningkatkan kehadiran anak di
sekolah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menurunkan angka
penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan stunting. Selain itu, sanitasi aman
juga merupakan hak dasar manusia dan bagian integral dari pembangunan kota

yang layak huni, inklusif, dan ramah terhadap kelompok rentan.
Gambar 2.7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-204
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.1.5.3. Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
menyebutkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan
terpadu dari hulu ke hilir, mencakup pengurangan dan penanganan sampah.

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pengumpulan sampah secara
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berkelanjutan, termasuk memberikan akses kepada seluruh rumah tangga terhadap
layanan tersebut (Pasal 11 dan 12). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga menegaskan bahwa pengumpulan sampah merupakan bagian dari
sistem pelayanan persampahan yang harus dilakukan secara terjadwal dan dengan
sarana angkut yang sesuai. PP ini juga mengamanatkan agar pemerintah daerah
menyusun rencana dan menyediakan anggaran untuk menjamin cakupan layanan
pengumpulan sampah secara optimal.

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan
pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya lingkungan
permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni. Salah satu indikator utama dalam
pengelolaan sampah adalah proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh
pengumpulan sampah, yaitu rumah tangga yang secara rutin dan menyeluruh
terlayani dalam proses pengambilan dan pengangkutan sampah menuju TPS atau
TPA sesuai standar teknis. Berdasarkan data capaian Kota Bima tahun 2020-2024,

terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan terhadap indikator ini.

Gambar 2.8. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025
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Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Bima dalam
meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan
kemajuan positif, meskipun laju peningkatan cenderung melambat dalam dua tahun
terakhir. Capaian tahun 2024 sebesar 73,08% menunjukkan bahwa hampir tiga per
empat rumah tangga di Kota Bima telah menikmati layanan pengumpulan sampah
secara menyeluruh, sementara sisanya masih berpotensi tidak terlayani atau hanya
terlayani sebagian.

Capaian layanan pengumpulan sampah yang meningkat dari 64% (2020)
menjadi  73,08% (2024) merupakan refleksi dari peningkatan kapasitas
kelembagaan, penyediaan sarana-prasarana, dan perluasan jangkauan layanan
persampahan. Meski demikian, masih terdapat sekitar 26,92% rumah tangga yang
belum terlayani sepenuhnya, yang dapat berdampak pada meningkatnya praktik
pembuangan sampah tidak pada tempatnya, timbulnya risiko kesehatan lingkungan,
pencemaran, dan genangan air, dan tertinggalnya kelompok masyarakat miskin dan
permukiman padat dari akses layanan.

Indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan
sampah mencerminkan derajat pelayanan dasar lingkungan dan menjadi indikator
kunci dalam mewujudkan Kota Bimayang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri. Komitmen
Pemerintah Kota Bima untuk mencapai cakupan layanan 100% pada tahun-tahun
mendatang harus terus didukung oleh kebijakan anggaran, perbaikan infrastruktur,
peningkatan SDM, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari

sumbernya.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api
sehingga potensi bencana gempa bumi sangat besar. Disamping rawan bencana
gempa bumi, wilayah Kota Bima juga rawan bencana banjir yang meliputi seluruh
wilayah kecamatan Rasanae Barat, Sebagian Kecamatan Mpunda, Sebagian
Kecamatan Raba, Sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Rasanae
Timur. Pada tahun 2016 terdapat 35 kelurahan yang terpapar bencana banijir
bandang dari total 38 Kelurahan pada saat itu. Potensi bencana yang lain meliputi

tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim serta bencana kebakaran yang
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berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana

serta fasilitas umum. Dan untuk menghindari atau meminimalkan  korban jiwa

akibat bencana yg terjadi maka disediakan ruang evakuasi, untuk memberikan

ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk

untuk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami, bencana

gempa bumi, serta bencana kebakaran. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa

langkah sebagai berikut:
1.

pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai
berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan
bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada
kawasan pesisir pantai Kota di Paruga Nae dan Lapangan Sambinae.
pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada: bagian
timur (Kecamatan Rasanae Timur di Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo,
Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan Raba serta bangunan lainnya yang
memungkinkan untuk menampung korban bencana). Bagian tengah (Kecamatan
Mpunda) di Lapangan SMK 2, Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan
sosial, serta bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban
bencana. Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat di Gedung Paruga Nae dan
Satdion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan SPMA, bangunan
sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban

bencana.
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Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Kota Bima

A
.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044

Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kajian iklim yang dilakukan oleh BAPPENAS pada 2012 memperkirakan bahwa
pada masa mendatang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan
turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir
semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi
situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang
jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam
kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara
global yang dipengaruhi oleh meningkatnya oleh menigkatnya kosentrasi Gas Rumah
Kaca (GRK) di atmofser dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi
tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya
peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu

udara dan permukaan laut.

2.1.6.1. Indeks Kerentanan Iklim
Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang

mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.
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Ketifa faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya
kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi
biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya
pengurangan resiko dan dampak iklim tersebut, Direktoral Jenderal Pengendalian
Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks
dan Data kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan
iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi,
demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Potensi Desa (Podes). Tujuan
dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk
mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam
upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak iklim.
Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan Perubahan iklim di kota Bima
menunjukkan kerentanan dengan kategori tidak rentan, agak rentan dan cukup

rentan.

Tabel 2.9. Indeks Kerentanan Perubahan iklim Kota Bima

SIDIK (Ha)

Kecamatan Tidak Rentan Agak Rentan Cukup Rentan Jumlah (Ha)
Asakota 0,98 3.815,73 2.360,00 6.176,71
Mpunda 180,98 119,85 1.303,05 1.603,89
Raba 151,99 4.221,35 1.610,34 5.983,68
Rasanae Barat 65,49 30,23 642,32 738,04
Rasanae timur 1.128,63 5.223,39 6.352,02
Jumlah (Ha) 399,44 9.315,80 11.139,10 20.854,34

Sumber : Peta Sidik Kota Bima
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Gambar 2.10. Peta SIDIK di Kota Bima
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2.1.6.2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga suhu, kelembaban
hujan. Dalam Konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian
gas rumah kaca (GRK) dan karbon. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti
menjaga wilayah — wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon,
yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan
kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kulaitas iklim Lokal. Isu
perubahan iklim telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai
dirasakan di seluruh dunia. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah
lingkungan, serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim
yang berubah yang diindikasikan dengan naiknya suhu udara.

Layanan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Bima terdiri dari kategori

rendah, sedang dan tinggi yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Bima. Untuk
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sebaran kategori yang paling luas adalah di Kecamatan Rasanae Timur seluas

2.336,74 Ha.

Tabel 2.10. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem pengaturan iklim Kota Bima

Jasa Ekosistem Iklim (Ha)

Kecamatan Rendah Sedang Tinggi Jumlah (Ha)
Asakota 139,65 4.567,13 1.469,93 6.176,71
Mpunda 228,08 810,68 565,13 1.603,89
Raba 230,70 4.595,37 1.157,60 5.983,68
Rasanae Barat 312,92 364,54 60,58 738,04
Rasanae timur 111,69 3.903,59 2.336,74 6.352,02
Jumlah (Ha) 1.023,05 14.241,31 5.589,97 20.854,34

Sumber : SK.1272/MENLHK/SETIEN/PLA 3/2021

Gambar 2.11. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Bima
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Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target NDC (Nationally Determined
Contribution) dan pengendalian emisi GRK, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kota Bima harus menyusun dan menerapkan strategi pengurangan emisi sesuai
prinsip pembangunan berkelanjutan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target
NDC. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah pusat menetapkan pembangunan rendah
karbon sebagai arah utama kebijakan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025-
2029, pengendalian perubahan iklim menjadi bagian dari agenda prioritas nasional
(Asta Cita), khususnya dalam meningkatkan ketahanan bencana dan memperkuat
transisi energi bersih. Target penurunan GRK secara nasional sebesar 31,89% tanpa
bantuan internasional dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Peran kota/kabupaten seperti Kota Bima sangat penting sebagai kontributor
langsung terhadap pencapaian target tersebut.

Begitu juga dengan Provinsi NTB dalam RPJMD-nya yang menargetkan
penurunan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Dalam dokumen
pembangunan daerah ini, NTB menekankan pentingnya program mitigasi berbasis
komunitas, ekonomi hijau, efisiensi energi, dan pengurangan emisi dari sektor limbah
serta pertanian. Capaian Kota Bima dalam penurunan emisi GRK akan memperkuat
pencapaian target provinsi dan nasional.

Isu perubahan iklim saat ini menjadi perhatian global yang berdampak
langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, dan
ekonomi. Pemerintah Kota Bima menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian
perubahan iklim melalui kebijakan dan program penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK), yang dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan

daerah berkelanjutan.
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Gambar 2.12. Proyeksi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030
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Berdasarkan grafik proyeksi yang disusun, target penurunan emisi GRK Kota
Bima menunjukkan peningkatan capaian dari tahun ke tahun, dimulai dari 0,79%
pada tahun 2025, menjadi 1,31% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan strategi
yang terencana, bertahap, dan konsisten dalam upaya menuju pembangunan rendah
karbon dan berketahanan iklim. Proyeksi tersebut tidak hanya merupakan bagian
dari komitmen lokal, tetapi juga menjadi wujud kontribusi terhadap pencapaian

target nasional dan provinsi.

2.1.6.3. Indeks Risiko Bencana

Bencana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap
keberlanjutan pembangunan daerah. Kota Bima sebagai wilayah pesisir yang
dikelilingi perbukitan memiliki potensi bencana yang cukup beragam, antara lain
banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran
pemukiman, serta potensi tsunami. Letak geografis yang strategis sekaligus rawan
bencana ini menuntut adanya strategi pembangunan yang memperhatikan prinsip
mitigasi risiko bencana secara terintegrasi.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan
untuk menilai tingkat potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana di

suatu wilayah. B